
NOTULEN RAPAT 

PENYELENGGARAAN PARKIR 

Kepahiang, 10 Maret 2025 

 

 

I. Pembukaan 

Pansus 

Franco Es Cobar : Ketua 

Yang dihadiri : 

Agustinus Dungcik : Wakil Ketua 

R. Candra Alamsyah : Anggota 

Fahri Zeoleveza : Anggota 

AbdulHaris, SE : Anggota 

Nedi Sepriadi, SE : Anggota 

Uraian Rapat : 

• Tentang lahan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang 

• Parkir di RSUD, jasa parkur yag diadakan RSID tempat parkir 

• Minta diasuransikan untuk kehilangan parkir 

• Yang dibayarkan ke rumah sakit adalah biaya sewa 

• Retribusi untuk di jalan 

• Tempat parkir yang disediakan/jasa parkir (dr. Feby) 

• Andrian Defandra (yang dibahas dr. Feby sewa lahan, 36 Juta/tahun) 

- Rp.3.0000/mobil, maksilam Rp. 10.0000/mobil, Rp.1000 

pertambahan jam 

- Rp. 2000/motor, maksimal Rp. 5.000/motor,Rp. 500 pertambahan 

jam 

• Andrian Defandra memberikan masukan apakah lahan parkir sudah 

di rumuskan tarif parkirnya 

• Amar BKD Keuangan (untuk objek pajak parkir sudah ada 

peningkata, 5 indomaret, 5 perbankan objek parkir, curug embun, air 

sengkuang, daspetah, danau suro pajak parkir 
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NOTULEN 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 26 November 2025 

Pukul  : 09.00 WIB 

Ruang : Badan Anggaran 

Acara  : Rapat Harmonisasi Raperda Penyelenggaraan Parkir 

Pimpinan : Gregory Dayefiandro, SE., M.Sc (Ketua DPRD) 

 

Jalannya Rapat: 

• Di buka oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang 

• Di lanjutkan dengan sambutan dan pengantar dari Ketua Pansus 

(Prnaco Es Cobar, M.Kom) membahas mengenai penyelenggaraan 

parkir seperti sektor pariwisata yang bersinggungan dengan pihak ke 

3 mengenai retribusi parkir 

• Pengantar dan arahan dari tim Kemenkumham Prov. Bnegkulu 

• Teknik dan format Raperda perlu di perbaharui 

• Substansi perda tentang penyelenggraan parkir sangat berkaitan dg 

retribusi tarif pajak parkir 

• Mengenai sanksi administratif, sanksi pidana perlu di perbaiki, dasar 

pengenaan dan perumusan harus jelas 

• Ketua Pansus : Perda lebih gampang di sosialisasikan dengan adanya 

kepastian terkait perizinan, kewajiban PAD kepada daerah 

• PTSP : Tidak pernah ada izinnya ke PTSP, parkir belum ada 

pelimpahan kewenangan spesifik mengenai parkir hanya berupa SPT 

yang masuk 

• DISHUB : belum adanya perda yang jelas di Dishub mengenai 

Parkir/retribusi parkir ini 
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